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BAB IV 

PENUTUP 

4.1. Simpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat 

disimpulkan di antaranya yaitu: 

1. Berdasarkan definisi illicit enrichment yang terdapat di dalam 

United Nation Convention Against Corruption 2003 merupakan 

jenis tindak korupsi yang memiliki beberapa karakteristik, seperti 

pelaku, periode penambahan kekayaan, peningkatan aset yang 

signifikan, niat, dan tidak adanya penjelasan yang masuk akal. 

Dalam investigasi kasus ini, informasi penting melibatkan 

pengungkapan pendapatan dan aset, serta laporan transaksi 

mencurigakan. Selama proses pengadilan, pengadilan akan 

melakukan penghitungan. Dengan melakukan hal tersebut, mereka 

akan menilai bukti yang diajukan. Mereka akan berusaha 

menentukan angka yang tepat yang dapat dimasukkan ke dalam 

rumus sederhana untuk menentukan apakah orang yang ditargetkan 

telah memperkaya diri sendiri secara tidak sah atau tidak. 

2. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 

40/Pid.Sus-TPK/2020/PT Sby apabila dikaitkan dengan konsep 

illicit enrichment. Penulis menyimpulkan bahwa dalam praktik 

penerapan sistem pembalikan beban pembuktian belum maksimal 

pada kasus tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi. 

Mengingat gratifikasi dan illicit enrichment merupakan dua konsep 

yang berhubungan dengan praktik-praktik korupsi yang keduanya 

merupakan bentuk perilaku korupsi dan melanggar norma-norma 

etika dan hukum. Berdasarkan fakta persidangan yang tertulis di 

dalam putusan tersebut dan selama proses pemeriksaan oleh 

Majelis Hakim di Persidangan, terdakwa tidak membuktikan harta 

kekayaannya berasal dari sumber yang sah dan bukan dari hasil 

tindak pidana. Padahal pembalikan beban pembuktian dalam 

tindak pidana korupsi gratifikasi sebagai suap dan harta benda 

merupakan hal yang sangat krusial.  
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4.2. Saran 

Terkait beberapa poin dari kesimpulan yang telah disimpulkan oleh 

penulis, maka dalam hal ini penulis ingin memberikan beberapa saran 

terkait hal tersebut, yakni di antara lain: 

1. Perumusan kriminalisasi illicit enrichment dalam hukum pidana 

Indonesia ini merupakan hal yang penting untuk mendorong 

penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Untuk mencapai 

hal ini, penulis menyarankan negara membuat instrumen hukum 

yang mengatur illicit enrichment sebagai bagian dari undang-

undang pemberantasan korupsi. Kriminalisasi illicit enrichment 

dapat dianggap sebagai langkah preventif yang efektif, 

memberikan konsekuensi hukum jelas kepada pejabat publik, 

seperti kehilangan jabatan, penyitaan harta yang didapat secara 

tidak sah, dan pemidanaan, sejalan dengan hukuman bagi pelaku 

tindak pidana korupsi lainnya. 

2. Mengingat rendahnya pemidanaan terhadap koruptor ini dapat 

terlihat di dalam hasil putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT 

Sby, yang di mana hukuman penjara yang diberlakukan tergolong 

ringan, meskipun terdakwa adalah pejabat publik yang seharusnya 

harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Selain itu, 

melihat kondisi sosial ekonomi terdakwa yang memiliki kekayaan 

yang tidak wajar, bahkan meningkat setelah menjabat sebagai 

Bupati Sidoarjo periode kedua. Hal tersebut tentu dapat terjawab 

dengan pendekatan “follow the money“ dengan mengusulkan 

“pemiskinan koruptor” dalam rangka pemulihan kerugian negara. 

Oleh karena itu, perumusan delik illicit enrichment ke dalam 

hukum nasional Indonesia sangat penting sebagai langkah 

pencegahan korupsi oleh pejabat publik dan untuk menerapkan 

sistem pembalikan beban pembuktian secara efektif, terutama 

dalam kasus penerimaan gratifikasi dengan terdakwa membuktikan 

kekayaannya di persidangan. 
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